
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR IU TAHUN 2017 
TENTANG

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan tentang penyediaan 
tenaga ahli fraksi untuk mendukung kelancaran fungsi, 
tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, besaran kompensasi tenaga 
ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-, 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Menimbang : a.

b.



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI 
' TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
L Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga ahli yang 

disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi DPRD 
Kabupaten Karanganyar dan mempunyai kemampuan 
dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.



6. Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi adalah uang yang 
dibayarkan setiap bulan kepada masing-masing Tenaga Ahli 
Fraksi di DRPD Kabupaten Karanganyar.

BABU

TUJUAN PEMBERIAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 2

Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diberikan bertujuan untuk 
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI
FRAKSI

Pasal 3

Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada asas 
kepatutan, kewajaran dan asas rasionalitas dengan 
memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4 j

(1) Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan sebesar 
Rp. 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan)

(2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasal 5

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah 
termasuk pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 6

(1) Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diberikan dalam bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat 
DPRD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli Fraksi diatur 
dalam Keputusan Sekretaris DPRD
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD 
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 
Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal U Oscember a©t> 
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggaTN U Oesetrvfcec

'DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

RITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR UI
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD 
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 
Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

Pasal 8

Pasal 9

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal
] ■"

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal^N
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI V
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR


